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ABSTRAK 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  

PENYELESAIAN PERKARA SYIQAQ  

(Studi di Pengadilan Agama Metro  Perkara  

Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt) 

Oleh: 

MEGA AINUN AFIYAH 

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal 

yang pada prinsipnya untuk seumur hidup. Akan tetapi membina keluarga yang 

harmonis tidaklah mudah, dikarenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam 

rumah tangga yang dibina yang mengakibatkan perceraian. Salah satu alasan 

perceraian yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan atau gugatan 

perceraian ialah antara suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 

dalam hukum Islam putusnya perkawinan dengan alasan semacam ini di sebut 

syiqaq. Ketentuan perundang-undangan tentang melibatkan hakam dalam proses 

penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka setelah 

mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim hendaknya mengangkat seorang 

hakam untuk mengetahui akar permasalahan yang menjadi sebab perselisihan 

antara suami isteri, dan juga sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh 

hakim untuk memutuskan atau mempertahankan hubungan antara suami isteri 

yang bersengketa. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara nomor: 

0360/Pdt.G/2020/PA.Mt Majelis Hakim tidak mengangkat seorang hakam 

sehingga dalam hal ini terjadi ketimpangan teori dengan fakta. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (feild research) 

sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus, 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta analisis dokumen 

(content analysis). Data yang telah didapat tersebut kemudian dideskripsikan, 

dianalisa kemudian ditarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim di 

Pengadilan Agama Metro dalam penyelesaian perkara syiqaq perkara nomor: 

0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, yaitu berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit 

diwujudkan serta kekhawatiran Majelis Hakim akan akibat yang lebih buruk 

terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai 

pengangkatan hakam, sebagaimana penjelasan M. Yahya Harahap tentang Pasal 

76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan 

tata cara penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 35, 

Majelis Hakim tidak menerapkannya dengan alasan sudah di tempuh mediasi dan 

Majelis Hakim berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, serta telah 

didukung dengan pembuktian yang sempurna. 
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MOTTO 

 

 

حٗا  صۡلَ َٰ
ِ
ن يمريِدَإٓ إ

ِ
نۡ أَهۡلِهَآ إ ۦ وَحَكََٗا م ِ نۡ أَهۡلِِِ بعَۡثموإْ حَكََٗا م ِ

 
مَا فٱَ ۡ شِقَاقَ بيَنِِِۡ نۡ خِفۡتُم

ِ
قِ وَإ يموَف ِ

َ كََنَ علَِيماً خَبِيٗرإ  للَّه
 
نه أ

ِ
ٓۗٓ إ م بيَنَِۡممَا للَّه

 
  ٥٣أ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa: 

35)
1
 

 

 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Cordoba, 2017), 

84 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan 

manusia, karena perkawinan merupakan bentuk pergaulan hidup manusia yang 

terkecil dalam lingkungan masyarakat sosial, tetapi juga lebih dari itu bahwa 

perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.  

Berdasarkan Undang-Undang tujuan perkawinan ialah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk rumah tanggga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
1
 

Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan 

dan juga azas dari suatu perkawinan. Akan sangat ideal apabila setiap 

perkawinan membawa kebahagiaan yang kekal dan abadi, tetapi terkadang 

suami isteri yang berusaha membina rumah tangga yang rukun dan tentram 

terpaksa harus mengakhiri rumah tangganya dengan melakukan perceraian, 

karena timbul suatu keadaan-keadaan ataupun hal-hal yang dirasakan oleh 

suami-isteri sebagai suatu sebab, sehingga kehidupan rumah tangga sebagai 

suami isteri tidak mungkin lagi diteruskan. Meskipun suami isteri sedang 

                                                 
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 



 

 

 

 

2 

dalam keadaan marah dan benci, akan tetapi penyelesaian persoalan harus 

dilakukan secara baik dan benar, sebagaimana ketentuan ajaran agama dan 

hukum yang berlaku. 

Rencana manusia untuk membentuk keluarga serta rumah tangga yang 

kekal dapat terwujud apabila antara suami isteri berada dalam satu arah dan 

tujuan, saling menanamkan rasa kepercayaan dan pengertian. Namun, apabila 

hal tersebut tidak ditemukan dalam rumah tangga maka yang akan terjadi 

adalah perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang 

terjadi antara suami dan isteri bisa disebabkan oleh nusyuz isteri ataupun dapat 

disebabkan oleh kedzaliman suami. Nusyuz isteri dapat berupa tidak 

memenuhi kewajiban suami, tidak sabar menghadapi godaan materi, tidak 

dapat mengatur keuangan, atau melontarkan kata-kata yang menyakiti hati 

suami. Sementara kedzaliman suami sering mengabaikan tanggung jawab 

utamanya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan nafkah isteri, 

disamping itu suami memiliki sifat tercela seperti berjudi dan mabuk-

mabukan. 

Perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat 

cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu alasan 

yang dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan atau gugatan perceraian 

ialah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
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dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam 

hukum Islam putusnya perkawinan dengan alasan semacam ini disebut syiqaq. 

Bagi pihak suami atau isteri yang mengajukan permohonan cerai talak 

atau gugat cerai ke Pengadilan Agama dan telah diterima serta cukup jelas 

bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut, maka permohonan cerai talak atau gugat cerai tersebut dapat 

dilanjutkan untuk diperiksa. Selama proses persidangan, pihak Pengadilan 

wajib mendamaikan suami isteri yang berperkara tersebut dan apabila tidak 

berhasil, maka putusan perceraian baru boleh dijatuhkan.  

Hakim sebelum memberikan putusan tentunya mempunyai dasar 

hukum yang menjadi pertimbangan, baik secara normatif (hukum Islam) 

maupun yurudis (hukum positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan dengan 

adil. Mustahil sebuah putusan bisa dikeluarkan tanpa pertimbangan hakim, 

karena pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan 

keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila suatu perkara diputus 

tanpa adanya pertimbangan hakim maka putusan tersebut dibatalkan oleh 

pengadilan yang lebih tinggi. Pertimbangan hakim penting untuk semua 

putusan salah satunya dalam penyelesaian perkara syiqaq. 

Seperti halnya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat 

yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus 

sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan 

mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Metro, sesuai dengan putusan 

Pengadilan Agama Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. Dalam putusan 
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tersebut dipaparkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 

November 1991, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. 

Mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik 

saja, akan tetapi sejak bulan Januari 1994 rumah tangganya mulai goyah selalu 

diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang 

menjadi penyebabnya adalah Tergugat sering melakukan KDRT, sering 

marah-marah dan berkata kasar, sering minum-minuman keras yang 

memabukkan, dan sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat. 

Puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ialah 

terjadi pada bulan Juni 2020, yang menyebabkan Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat. 

Dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang melibatkan hakam 

dalam proses penyelesaian perkara syiqaq sebagaimana diatur dalam Pasal 76 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

maka setelah mendengarkan keterangan saksi Majelis Hakim hendaknya 

mengangkat seorang hakam untuk mengetahui akar permasalahan yang 

menjadi sebab perselisihan antara suami isteri, dan juga sebagai saksi yang 

dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan atau 

mempertahankan hubungan antara suami isteri yang bersengketa. Akan tetapi 

dalam proses penyelesaian perkara tersebut Majelis Hakim tidak mengangkat 

seorang hakam sehingga dalam hal ini terjadi ketimpangan teori dengan fakta.  

Mengacu pada permasalahan di atas, peneliti berpandangan perlunya 

penelitian lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian 
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perkara syiqaq (studi di Pengadilan Agama Metro perkara nomor: 

0360/Pdt.G/2020/PA.Mt). 

B. Pertanyaaan Penelitian 

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

penyelesaian perkara syiqaq di Pengadilan Agama Metro? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian 

perkara syiqaq di Pengadilan Agama Metro. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan keilmuan tentang 

pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara syiqaq. 

b. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui 

tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara syiqaq. 

D. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelusuran peneliti di Perpustakaan IAIN Metro dan 

berbagai Perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, sejauh ini peneliti 

belum menemukan tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara 

syiqaq (studi di Pengadilan Agama Metro Perkara Nomor: 
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0360/Pdt.G/2020/PA.Mt). namun demikian secara umum peneliti menemukan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Hartono Purwadi (2016) dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam 

Memutuskan Perkara Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Byl)”.
2
 

Skripsi ini membahas masalah tentang kejelian dan ketelitian 

hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselingkuhan yaitu 

lewat pembuktian. Karena pumbuktian merupakan tahapan penting dalam 

proses pemeriksaaan di persidangan. Selain itu skripsi ini juga membahas 

mengenai landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus 

perkara tersebut. 

Fokus penelitian ini lebih kepada menekankan pada pembahasan 

tentang landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan 

perkara perceraian karena perselingkuhan. Sedangkan dalam penelitian 

peneliti, lebih difokuskan kepada analisis tentang pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan perkara syiqaq.  

2. Muhammad Fahruddin (2016) dengan judul “Syiqaq Karena Perbedaan 

Madzhad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Verstek (Studi 

                                                 
2
 Hartono Purwadi, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Karena 

Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN 

.Byl)” dalam Jurnal Bedah Hukum, Vol. 2, N0, 2 Oktober 2018, diunduh pada tanggal 30 

September 2019. 
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Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 029/PDT.G/2015/ 

PA.SAL)”.
3
 

Skripsi ini membahas masalah tentang dasar hukum dan alasan-

alasan yang menjadi pertimbangan hakim serta sejauh mana penerapan 

konsep syiqaq oleh hakim dalam menyelesaikan perkara melalui kaca mata 

hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini 

lebih kepada mengenai kedua saksi yang diajukan Penggugat, bahwa 

domisili salah satu saksi tidak memungkinkan untuk memberi keterangan. 

Sedangkan dalam penelitian peneliti, lebih difokuskan kepada analisis 

tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara syiqaq. 

 

                                                 
3
 M Fahruddin, “Syiqaq Karena Perbedaan Madzhad Sebagai Alasan Perceraian Dalam 

Putusan Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 029/PDT.G/2015/PA.Sal.)” 

dalam (skripsi) eprints.walisongo.ac.id, diunduh pada tanggal 30 September 2019. 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan bagian dari proses hukum acara 

perdata di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo pertimbangan 

merupakan dasar dari suatu putusan.
1
 Pertimbangan hakim adalah bagian 

dari sistematika isi putusan hakim. 

Seorang hakim harus mempunyai dasar pertimbangan terlebih 

dahulu dalam memutuskan suatu perkara. Adapun pertimbangan hakim 

merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya 

nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et 

bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
2
 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai bahan 

                                                 
1
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma 

Pusaka: 2013), 232. 
2
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 140. 
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pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan 

itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. 

Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa/fakta tersebut terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga 

nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
3
 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangam hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ 

tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim 

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu 

didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam 

tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian 

                                                 
3
 Ibid, 141. 
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hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum 

melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian 

hukum. 

Dasar hukum adanya pertimbangan hukum oleh hakim dapat 

dipahami dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 19 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.
4
 

Hakim harus mempertanggungjawabkan kepada pencari keadilan 

(yustisiable) terkait putusannya, maka seorang hakim harus merumuskan 

pertimbangan dalam setiap putusan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menentukan segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus 

memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal 

tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karenanya, setiap 

putusan yang diadili hakim, harus disertai oleh pertimangan-pertimbangan 

yang mengandung putusan tersebut.
5
 Hal ini didasarkan pada firman Allah 

Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 58 yang berbunyi: 

                                                 
4
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (4) 

5
 Mansari, “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah”, Petita 

Vol. 1 Nomor 1/April 2016, 88.  
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لنهاسِ أَن 
 
ذَإ حَكََۡتُم بيََۡۡ أ

ِ
ٓ أَهۡلِهاَ وَإ لَى

ِ
تِ إ نَ َٰ مَ َٰ لَۡۡ

 
وإْ أ ۡ أَن تمؤَدُّ كُم رم َ يٱَمٔۡم للَّه

 
نه أ

ِ
إ

ا بصَِيٗرإ  يعََۢ َ كََنَ سََِ للَّه
 
نه أ

ِ
كُم بِهِۦٓۗٓ إ ا يعَِظم َ هِعِمه للَّه

 
نه أ

ِ
لعَۡدۡلِِۚ إ

 
موإْ بِٱ كَم   ٣٥تََۡ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (Q.S. An-Nisaa: 58)
6
 

 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak atau berlaku adil. Hakim dalam memberi suatu 

keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang 

diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa 

tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Seorang 

hakim diangggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak 

memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 

ini daitur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 

serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak 

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

3. Macam-macam Pertimbangan Hakim 

Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan dalam putusan 

perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pertimbangan tentang duduk 

perkaranya atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya.
7
 

Pertimbangan tentang duduk perkaranya meliputi gugatan penggugat, 

                                                 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2017), 87. 

7
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 232. 
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jawaban tergugat, keterangan saksi, dan hasil dari berita acara sidang. 

Sedangkan perimbangan tentang hukumnya yaitu pertimbangan dasar 

hukum hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hukum memuat 

dalil-dalil hukum, baik yang berasal dari Al-Qur’an, Hadist, maupun dari 

Undang-Undang. 

Dasar dari suatu putusan salah satunya ialah pertimbangan. 

Pertimbangan dapat berupa tentang duduk perkara atau gugatan yang 

diajukan kepada Pengadilan dan dapat juga berupa pertimbangan hukum. 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum merupakan 

jiwa dan inti dari putusan. Pertimbangan ini berisi analisis, argumentasi, 

pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara 

tersebut. Dalam pertimbangan hukum harus diikutsertakan analisis yang 

jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:
8
 

a. Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi 

syarat formil dan materil,  

b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,  

c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,  

d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. 

 

Selanjutnya, hal tersebut diikuti analisis hukum apa yang 

diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertumpu dari analisis 

itu, hakim melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana 

yang mampu membuktikan dalil sesuai dengan ketentuan hukum yang 

diterapkan. Dari hasil argumentasi tersebut hakim menjelaskan 

pendapatnya mengenai apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, lalu 

                                                 
8
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 129. 
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dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan 

penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.
9
 

Dikemukakannya alasan dan dalil hukum dalam isi putusan selain 

mengandung nilai objektif dan rasional, juga mengandung wibawa hukum, 

yang berarti bahwa putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum dan 

harus diterima oleh semua pihak yang berperkara.  

B. Syiqaq  

1. Pengertian dan Dasar Hukum Syiqaq 

Syiqaq yaitu perselisihan atau permusuhan. Dan kata syiqaq 

berasal dari kata Asy-Syiqqu dengan arti sisi. Adanya perselisihan suami-

isteri itu disebut sisi, karena masing-masing pihak yang berselisih itu 

berada pada sisi yang berlainan disebabkan adanya perlawanan atau 

pertentangan. Terkadang perselisihan timbul dari suami isteri secara 

bersamaan, bermula keduanya tidak bersepakat dalam menghilangkannya 

dengan kepayahan mereka secara khusus.
10

 

Menurut Wahbah Zuhaily syiqaq adalah perselisihan yang tajam 

dengan sebab mencemarkan kehormatan. Beliau juga mengemukakan 

syiqaq karena dharar (bahaya). Bentuk-bentuk dharar yang dilakukan 

oleh suami kepada isterinya bisa berbentuk perkataan maupun perbuatan, 

seperti mencaci dengan kata-kata kotor, mencela kehormatan, memukul 

dengan melukai, menganjurkan atas perbuatan yang diharamkan Allah 

                                                 
9
 Ibid., 809. 

10
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 322. 
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Swt, suami berpaling, berpisah ranjang tanpa ada sebab yang 

membolehkannya.
11

 

Menurut Yahya Harahap apa yang dikatakan syiqaq telah 

dirumuskan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 dimana dikemukakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam 

dan terus menerus antara suami isteri.
12

 

Adapun jika suami-isteri silih berganti berselisih, antara keduanya 

menguatkan perbedaan serta tidak mengikuti langkah untuk mendekati 

satu sama lain dan tidak membuat kesepakatan, maka keadaan tersebut 

sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga 

diperlukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. 

Mereka adalah yang diharapkan ikut campur untuk tujuan kebaikan dan 

perbaikan dengan melihat segi kemaslahatan pada diri suami-isteri. 

Menurut Beni Ahmad Saebani, tingkatan persengketaan, 

perselisihan, pertengkaran dan konflik suami isteri memiliki tingkatan 

yang berbeda-beda, ada tiga tingkatan yaitu:
13

 

a. Perselisihan tingkat rendah, yaitu tingkat pertengkaran yang 

disebabkan oleh hal-hal sepele, misalnya isteri malas bangun pagi 

sehingga suaminya kesal dan membangunkan dengan cara kasar, 

seperti memercikkan mukanya dengan air, dan isteri tidak terima, 

sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. 

                                                 
11

 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, jilid 9, (ttp.: Darul Al-Fiqr, tt.), 418. 
12

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003), 265 
13

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, Cet. Ke-5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2016), 51. 
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b. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami isteri yang 

disebabkan oleh kedua belah pihak yang melukai hati atau 

menghilangkan kepercayaan diantara mereka, misalnya suami melihat 

isterinya sedang bersama laki-laki, sekalipun tidak melakukan hal-hal 

yang tergolong maksiat berat atau isterinya melihat suaminya sedang 

berkencan dengan perempuan lain. 

c. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh 

hal-hal yang sangat mendasar misalnya isteri dan suami murtad, suami 

berzina dengan pelacur atau dengan isteri orang lain, dan sebaliknya 

isterinya yang melacurkan diri atau kabur dari rumah mengikuti pacar 

gelapnya. 

Ketidaksesuaian dalam rumah tangga tidak hanya terdapat di salah 

satu pihak, akan tetapi pada kedua belah pihak suami isteri. Perselisihan 

dalam sebuah rumah tangga baru bisa disebut syiqaq apabila sampai 

kepada batas dimana tidak lagi dapat diselesaikan antara suami isteri. 

Dalam hal ini, apabila ketidakcocokan hanya terdapat pada salah satu 

pihak dan bukan datang dari keduanya, maka belum bisa dikatakan syiqaq. 

Perselisihan dalam rumah tangga baru bisa disebut syiqaq apabila 

perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri 

secara damai dan perselisihan itu tidak terjadi dalam waktu yang sebentar 

melainkan dalam kurun waktu yang lama. 
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Dasar hukum syiqaq ialah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa 

(4) ayat 35 yang berbunyi: 

حٗا  صۡلَ َٰ
ِ
ن يمريِدَإٓ إ

ِ
نۡ أَهۡلِهَآ إ ۦ وَحَكََٗا م ِ نۡ أَهۡلِِِ بعَۡثموإْ حَكََٗا م ِ

 
مَا فٱَ ۡ شِقَاقَ بيَنِِِۡ نۡ خِفۡتُم

ِ
وَإ

َ كََنَ علَِيماً خَبِيٗرإ  للَّه
 
نه أ

ِ
ٓۗٓ إ م بيَنَِۡممَا للَّه

 
قِ أ   ٥٣يموَف ِ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 

suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. (Q.S. An-Nisaa: 35)
14

 

 

Menurut Musthafa Abdul Wahid dalam buku Ali Yusuf As-Subki 

dua penengah, yaitu dari keluarga suami dan keluarga isteri berkumpul 

bersama untuk membahas berbagai penyebab syiqaq dan mengobatinya. 

Kedua pihak atau bisa disebut dengan hakam berusaha memalingkan 

berbagai pandangan demi kesederhanaan, membimbing hati untuk 

konsisten serta menyerahkan kepada Allah, jika berhasil mendamaikan 

mereka dan perbuatannya benar.
15

 Pertimbangan dipilihnya dua orang 

hakam dari keluarga suami dan isteri, karena mereka adalah orang yang 

sangat mengharapkan kebahagiaan keluarga dengan menyesuaikan 

hubungan kekerabatan dari suami-isteri. 

Kedua hakam tersebut dapat melakukan hal-hal yang dianggap 

maslahat, mempertahankan suatu perkawinan atau memutuskan suatu 

perkawinan, tanpa membutuhkan kerelaan dari pihak suami-isteri maupun 

perwakilannya. Apabila dalam melaksanakan tugasnya para hakam 

berbeda pendapat, maka hakim menyuruh pada kedua hakam untuk 

                                                 
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 84. 
15

 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga., 323. 
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mengulang kembali pembahasannya, jika hakam masih tetap berbeda 

pendapat maka hakim dapat mengangkat hakam lain.
16

 

Selain dasar hukum dari ayat Al-Qur’an, syiqaq juga diatur dalam 

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut M. Yahya Harahap 

makna syiqaq yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 definisinya sudah memenuhi 

pengertian yang terkandung dalam surat An-Nisa’ ayat 35 sekaligus sama 

maknanya serta hakikatnya dengan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “ antara suami isteri yang terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
17

 

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak 

isteri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Secara lengkap alasan yang dijadikan dasar 

gugatan dapat dijumpai dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dimana sifatnya boleh alternatif artinya salah satu alasan saja yang 

dimasukkan dalam gugatan perceraian di bolehkan, tentunya disesuaikan 

dengan fakta yang mengiringinya. 

 

 

                                                 
16

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 2, (Beriut: Dar Al-Fikr, 1983), 250. 
17

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan., 265. 
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2. Sebab-sebab Terjadinya Syiqaq 

Penyebab utama terjadinya syiqaq adalah karena adanya nusyuz 

dari pihak suami maupun isteri. Maka ditemukan beberapa alasan 

penyebab terjadinya syiqaq yaitu sebagai berikut:
18

 

a. Syiqaq yang disebabkan oleh nusyuz isteri 

Adapun faktor penyebab syiqaq dalam rumah tangga yang 

disebabkan oleh nusyuz isteri sering menghancurkan bahtera kehidupan 

rumah tangga adalah sebagai berikut: 

1) Isteri tidak memenuhi kewajiban suami 

Seorang isteri harus menta’ati perintah dari seorang suami, 

asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari ajaran Islam. Standar 

utama untuk mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang 

dalam rumah tangga adalah kepatuhan isteri terhadap suaminya. 

2) Keluar rumah tanpa seizin suami atau tanpa hak syar’i 

Keluarnya isteri dari rumah tanpa seiizin suami walaupun 

untuk menjenguk orang tuanya merupakan bentuk kedurhakaan isteri 

terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan 

kehancuran rumah tangga. 

3) Tidak mampu mengatur keuangan 

Seorang isteri wajib memelihara harta suaminya. Dengan kata 

lain, harus berlaku hemat dan tidak boros demi masa depan anak-

anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Apabila seorang 

                                                 
18

Sebab-sebab Terjadinya Syiqaq Dalam Rumah Tangga, Dalam sc.syeikhnurjati.ac.id 

diunduh pada tanggal 20 Desember 2019. 
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isteri boros, maka itu merupakan kesalahan isteri karena tidak dapat 

menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Bila 

hal ini dilakukan secara terus menerus maka akan mengakibatkan 

munculnya keretakan dalam rumah tangga. 

4) Melontarkan kata-kata yang menyakiti hati suami 

Seorang isteri hendaknya menjaga kehormatannya, 

melindungi kesuciannya, dan memerhatikan suaminya, mendidik 

anak-anaknya, menjaga kebaikan rumahnya, serta menebarkan cinta 

di tengah anggota keluarganya. Jangan sampai seorang isteri 

melontarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati suami karena hal 

tersebut merupakan dosa yang besar. 

b. Syiqaq yang disebabkan oleh nusyuz suami 

Adapun faktor penyebab syiqaq dalam rumah tangga yang 

disebabkan oleh nusyuz suami sering menghancurkan bahtera 

kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut: 

1) Seorang suami tidak memenuhi kewajiban isteri 

Seorang suami harus memenuhi kewajibannya sebagai 

suami terhadap isterinya, karena dalam rumah tangga tidak hanya 

isteri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai isteri. Karena 

kedua belah pihak telah melakukan pernikahan, maka keduanya 

harus menjalankan kewajibannya masing-masing. 
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2) Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarganya 

Setiap suami harus memahami bahwa isteri merupakan 

amanah yang dibebankan kepada suami dan sudah menjadi 

keharusan baginya untuk memberikan nafkah sejauh 

kemampuannya. Seorang suami harus memberikan nafkah lahir 

serta batin kepada isterinya dengan kemampuannya dan tidak 

menzalimi isterinya. 

3) Melontarkan kata-kata yang menyakiti hati isteri 

Seorang suami hendaknya menjaga lisannya, hanya karena 

kedudukan suami sebagai kepala rumah tanggga, bukan berarti 

seorang suami bebas membentak dan memukul isterinya. 

Ketidaksesuaian dalam rumah tangga bukan saja terdapat di satu 

pihak, tetapi pada kedua belah pihak. Percekcokan dalam rumah tangga 

baru disebut syiqaq bila sampai pada batas di mana tidak dapat lagi 

diselesaikan antara suami isteri. 

3. Cara Penyelesaian Syiqaq 

Apabila timbul perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan 

suami isteri, maka Allah swt. menetapkan agar dapat menunjuk dua hakam 

untuk mengatasi perselisihan dan dapat memberikan nasihat kepada 

pasangan suami isteri tersebut. Salah seorang hakam mewakili pihak 

suami dan seorang hakam mewakili pihak isteri. Hal ini dilakukan karena 

apabila perselisihan terus berlanjut maka akan berujung pada kehancuran 
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keluarga, anak-anak terlantar, dan berbagai hubungan terputus, sesuai 

dengan firman Allah swt. QS. An-Nisa’ (4) ayat 35 yang berbunyi: 

حٗا  صۡلَ َٰ
ِ
ن يمريِدَإٓ إ

ِ
نۡ أَهۡلِهَآ إ ۦ وَحَكََٗا م ِ نۡ أَهۡلِِِ بعَۡثموإْ حَكََٗا م ِ

 
مَا فٱَ ۡ شِقَاقَ بيَنِِِۡ نۡ خِفۡتُم

ِ
وَإ

َ كََنَ علَِيماً خَبِيٗرإ  للَّه
 
نه أ

ِ
ٓۗٓ إ م بيَنَِۡممَا للَّه

 
قِ أ   ٥٣يموَف ِ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada 

suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” (Q.S. An-Nisaa: 35)
19

 

 

Menurut Muhammad Thalib yang dikutip oleh Muhammad 

Syaifuddin dkk., cara penyelesaian syiqaq yaitu merujuk pada ayat di atas 

menegaskan bahwa yang bertanggung jawab menyelesaikan perkara ini 

adalah suami isteri dan kerabatnya. Jika tidak ada, maka orang lain yang 

mendengar persoalan suami isteri tersebut hendaknya berusaha 

memperbaiki hubungan mereka. Apabila perselisihan ini disebabkan oleh 

pembangkangan (nusyuz) isteri, maka hendaknya suami dapat 

mengatasinya dengan cara paling ringan yang disebutkan dalam QS. An-

Nisa’ (4) ayat 35 terlebih dahulu. Namun, jika perselisihan disebabkan 

oleh kezaliman (nusyuz) suami dan dikhawatirkan suami akan terus-

menerus berbuat zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, yang 

selanjutnya dikhawatirksn akan terjadi perpecahan dalam rumah 

tangganya, maka kedua suami isteri dan kerabatnya wajib mengutus dua 
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orang hakam (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara 

mereka.
20

 

Apabila kedua hakam telah berusaha untuk mendamaikan 

pasangan suami isteri yang berselisih tersebut, dan kemuadian mereka 

menarik kesimpulan bahwa perdamaian tidak mungkin tercapai, maka ada 

dua pendapat ulama dalam masalah ini. Akan tetapi pendapat yang lebih 

benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa kedua hakam tersebut 

memiliki kedudukan seperti hakim, bukan sekedar orang yang mewakili 

pasangan suami isteri tersebut. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan 

salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad.
21

 

Secara kronologis, Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Amir 

Syarifuddin menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam 

menghadapi perkara syiqaq adalah sebagai berikut:
22

 

a. Hakim harus mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya perkara 

syiqaq tersebut. Apabila teridentifikasi penyebabnya adalah karena 

nusyuz isteri, maka jalan yang ditempuh dalam penyelesaiannya 

sebagaimana dalam kasus nusyuz isteri. Dan apabila sebab perkara 

syiqaq berasal dari nusyuz suami, maka hakim harus mencari seseorang 

yang disegani oleh suami untuk menasehati suami agar dapat 

menghentikan sikap nusyuz-nya itu. Namun, apabila sebab syiqaq 

                                                 
20

 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 128-

129.  
21

 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Fiqih Sunnah Wanita. Jakarta: Cahaya Umat, 

2012. 
22

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 

195-196. 
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berasal dari keduanya dan keduanya saling menuduh sebagi perusak 

dan tidak ada yang mau mengalah, maka hakim mencarikan seseorang 

yang berwibawa untuk menasehati keduanya. 

b. Bila langkah-langkah tersebut tidak berhasil dan ternyata pertengkaran 

antara suami-isteri kian menjadi, maka hakim hendaknya menunjuk 

seseorang dari pihak suami dan seorang dari pihak isteri dengan tegas 

menyelesaikan perkara syiqaq tersebut. Kepada kedua orang yang 

diserahi wewenang (hakamain) untuk menyatukan kembali keluarga 

yang hampir pecah tersebut atau kalau tidak memungkinkan 

menceraikan keduanya, hal tersebut tergantung pada pendapat 

keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti. 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah 

dijabarkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 

antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat 

menjadi alasan hukum perceraian. 

Gugatan perceraian dengan alasan syiqaq dapat dikabulkan apabila 

Majelis Hakim telah: 

a. Meneliti dan terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, 

serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu. 

b. Meneliti dan terbukti sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. 

c. Mempertimbangan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah 

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri. 

d. Mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau 

orang terdekat dengan suami isteri. Sebagai saksi, mereka harus 

disumpah. 
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e. Mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara 

suami isteri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga 

masing-masing ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam dapat 

ditunjuk oleh masing-masing pihak atau oleh hakim. 

f. Membuktikan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
23

 

 

Penyelesaian perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq dalam 

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menegaskan bahwa hakim 

harus memeriksa keluarga dekat atau orang-orang yang dekat dengan 

suami isteri. Jika di telaah, ketentuan tersebut bersifat “imperatif”. Dalam 

Pasal tersebut ada perkataan “harus” yakni “harus” didengar keterangan 

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan 

suami isteri. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan 

suami isteri wajib atau mesti diperiksa terlebih dahulu sebelum hakim 

menjatuhkan putusan.
24

 

Pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas alasan syiqaq 

dilakukan pada saat tahap proses pemeriksaan perkara sudah selesai 

memeriksa saksi dan alat bukti lainnya. Pengangkatan hakam diperlukan 

apabila dalam proses pemeriksaan perkara syiqaq tidak didukung oleh 

pembuktian yang sempurna, akan tetapi terdapat petunjuk atau indikasi 

bahwa sifat syiqaqnya merupakan tahapan pertengkaran yang tajam, 

sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak 

membuahkan hasil dan harapan damai. 
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Pengangkatan hakam dilakukan melalui putusan sela sebagai 

tindakan insidential hakim sebelum menjatuhkan putusan. Dalam putusan 

sela tersebut selain diangkat para hakam tersebut juga diberitahu mengenai 

tugas hakam, batas waktu tugas serta penundaan pemeriksaan atau 

penjatuhan putusan akhir. 

Secara umum hakam berperan sebagai juru damai atau menjadi 

penengah antara suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara 

menyelidiki dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat 

mendamaikan dan merukunkan kembali pasangan suami isteri untuk 

menjalankan rumah tangga. Untuk dapat mewujudkan perdamaian sangat 

tergantung pada kebijaksanaan para hakam. Dan dari pihak suami isteri 

diperlukan kesadaran dan kelembutan hati. 

C. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq 

Pertimbangan hakim merupakan hal penting dalam memutuskan suatu 

perkara, sebab keputusan hakim akan berdampak bagi kelangsungan hidup 

para pihak untuk selanjutnya. Apabila keputusan hakim tidak mempunyai 

pertimbangan serta alasan yang tepat sebagai dasar keputusan, akan 

mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. 

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mempunyai dasar atau 

landasan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum persyaratan akan 

adanya pertimbangan hakim ataupun dasar untuk suatu putusan dinyatakan 

dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “segala keputusan pengadilan selain 
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harus memuat alasan atau dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu 

dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum 

tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. 

Gugatan perceraian dengan alasan syiqaq dapat dikabulkan apabila 

Majelis Hakim telah meneliti dan terbukti tentang adanya perselisihan dan 

pertengkaran tersebut apakah berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan 

kehidupan suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam (KHI).  

Sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim juga harus 

mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar 

dan adil. Majelis Hakim tidak bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata 

baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, 

yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak yang berperkara.  

Mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran dalam rumah tangga, Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa 

yang salah dan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran 

tersebut. Akan tetapi, alangkah lebih baik bila Majelis Hakim hanya 

memandang bagaimana kondisi rumah tangga tersebut saat ini dan apakah 

rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu, 
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Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan orang yang dekat dengan 

suami isteri tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), hal ini juga disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 setelah mendengar keterangan keluarga atau 

orang yang dekat dengan suami isteri hakim dapat mengangkat seseorang 

untuk menjadi hakam.
 25

 

Keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri 

dianggap sebagai keterangan bernilai kesaksian, sekaligus dapat menjadi alat 

bukti apabila keterangan yang diinformasikan memenuhi syarat-syarat sebagai 

saksi berdasarkan pendengaran, penglihatan, serta hal yang dialami 

sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1), (2) HIR/ 308 RBG, selanjutnya 

keterangan yang diberikan ada relevansinya dengan alat bukti yang lain. 

Menurut hukum Islam apabila terjadi suatu konflik besar dalam 

kehidupan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan 

suami isteri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak dapat mengutus dua 

orang hakam (hakamain) sebagai juru damai, dengan maksud untuk mencari 

jalan keluar sebagaimana firman Allah swt. QS. An-Nisa’ (4) ayat 35. Islam 

selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui 

pendekatan ishlah. Perdamaian dalam sengketa perkawinan, khususnya 

perceraian akan membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui 
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perdamaian akan dicapai kesepakatan serta solusi yang memuaskan dan 

terselesaikannya permasalahan rumah tangga yang menjadi penyebab 

keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. 

Selain proses pemeriksaan perkara yang berlangsung di persidangan, 

dalam memutuskan perkara syiqaq yang menjadi pertimbangan hakim adalah 

teori kemashlahatan hukum, yaitu Majelis Hakim berperan sebagai pemberi 

makna melalui penemuan hukum dan menciptakan hukum baru melalui 

putusannya juga harus bisa mewujudkan kemashlahatan bagi pihak yang 

berperkara dalam setiap putusannya. Sehingga tidak memunculkan pihak-

pihak yang merasa menang dan yang merasa kalah. Hal ini berdasarkan kaidah 

fiqh yaitu  ِدَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلَى مِ نْ جَلْبِ الْمَصَالِح “menolak kemudharatan (bahaya) harus 

didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan (manfaat)”, apabila 

perkawinan dilanjutkan dan hanya menimbulkan kemudharatan dan 

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan 

dikhawatirkan keduanya tidak menajalankan hak dan kewajibannya, serta 

demi kekmashlahatan kedua belah pihak maka menurut pendapat Majelis 

Hakim solusi terbaik adalah dengan perceraian. 

Berkaitan dengan hal tersebut sudah lazim bahwa seorang hakim dalam 

memutusakan perkara syiqaq tidak selalu didasarkan pada adanya kerelaan 

para pihak yang bersengketa, meskipun tetap ada kewajiban bagi seorang 

hakim untuk berusaha agar perkara yang diperiksanya dapat diselesaikan 

secara perdamaian oleh para pihak untuk mendapatkan putusan yang 
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diinginkan. Maksudnya adalah keputusan tersebut diterima dengan kesadaran 

penuh oleh suami isteri tanpa menganggapnya berat sebelah. 

Apabila hal tersebut telah dilakukan dan Majelis Hakim berkesimpulan 

bahwa rumah tangga suami isteri tersebut benar-benar telah rusak (broken 

marriage) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-

menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakim 

dapat menjatuhkan putusan tersebut setelah sebelumnya dilakukan 

permusyawaratan Majelis Hakim. 

 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian 

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide 

pentingnya ialah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
1
 

Penelitian ini datanya diperoleh dari pengumpulan dokumen serta 

informasi yan benar-benar dibutuhkan. Karena dalam hal ini peneliti akan 

meneliti serta menganalisa pertimbangan yang digunakan hakim di 

Pengadilan Agama Metro dalam memutuskan perceraian dengan alasan 

syiqaq, terutama pada perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt di 

Pengadilan Agama Metro. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan study 

kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi.
2
 Sedangkan 

deskriptif analisis yakni penelitian yang bertujuan menganalisa mengenai 

objek yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim dalam 
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menyelesaikan perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt di Pengadilan 

Agama Metro. 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.
3
 

Sedangkan data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta 

ataupun angka.
4
 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
5
 Adapun peneliti menggunakan dua tipe sumber data primer dan sumber 

data sekumder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti. Sumber data primer adalah data dalam bentuk atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek 

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.
6
 

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu hakim yang memeriksa 

perkara di Pengadilan Agama Metro. Akan tetapi, tidak semua hakim 

menjadi subyek penelitian ini, hanya terbatas pada hakim yang ditentukan 

oleh peneliti dan dianggap memahami terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-

dokumen.
7
 Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan 

perkara syiqaq, yang berada di perpustakaan maupun diunduh melalui 

internet. 

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam 

mengungkapkan data yang dibutuhkan, dan menjadi pedoman atau acuan 

penulisan dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas
8
 

atau bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam 

penelitian ini berupa salinan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: 

0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, Al-Qur’an, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kedudukan Kewenangan dan Acara 

Peradilan Agama dan lain sebagainya. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer.
9
 Bahan hukum sekunder 

dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum, artikel, Hukum 

Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat dan lain sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sumber tertulis atau catatan peristiwa yang 

telah lalu.
10

 Dokumentasi merupakan cara memperoleh data tentang suatu 

masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen tentang berkas 

perkara berupa putusan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Dalam 

hal ini, dokumentasi yang dimaksud adalah putusan Pengadilan Agama 

Metro Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. yang digunakan untuk 

menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara syiqaq. 

2. Interview (Wawancara) 

Interview (wawancara) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul 

data maupun peneliti terhadap narasumber.
11

 Wawancara ini digunakan 

untuk mengungkapkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

dengan alasan syiqaq. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Hakim 

                                                 
9
 Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 

1998), 116. 
10

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian., 107. 
11

 Ibid. 
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Pengadilan Agama Metro yang berkaitan dengan perkara tersebut dengan 

menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data. 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik tuduhan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari 

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.
12

 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulai sumber, 

yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
13

 Jadi, peneliti melakukan 

analisa kasus yang bertujuan untuk mencari data yang berbeda dengan yang 

ditemukan. 

E. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis (analisis 

isi). Dalam hal ini, dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau 

wujud dari representasi simbolik yang direkan atau didokumentasikan. 

Content analysis menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara 

konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasikan, 

mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan 

signifikannya.
14

 Setelah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

                                                 
12

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian., 320. 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian., 274. 
14

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian 

Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 203. 



 

 

 

35 

menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari yang bersifat 

umum kemudian ditarik kepada yang bersifat khusus. 

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian inni disusun dan 

dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 

secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara 

jelas dan terarah untuk jawaban permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, 

setelah peneliti mendapatkan data-data serta gambaran yang cukup jelas 

tentang pertimbangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan syiqaq 

di Pengadilan Agama Metro, maka kemudian peneliti akan manganalisa untuk 

mengambil sebuah kesimpulan. Apakah pertimbangan hakim tersebut sesuai 

dengan hukum normatif (hukum Islam) dan yuridis (hukum positif), atau 

malah menyimpang. Adapun hukum normatif yang digunakan untuk 

menganalisa adalah konsep maslahah. 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Profil Pengadilan Agama Metro 

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari’ah di daerah luar jawa dan Madura, realisasinya baru terbentuk tahun 

1960 dengan didasari pada surat Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 

1960 dimana pada poin (7) keputusan menteri tersebut memutuskan 

Mahkamah Syari’ah Metro sebagai cabang dari Mahkamah Syari’ah Tanjung 

Karang untuk daerah tingka II/ Kabupaten Lampung Tengah. 

Sejak awal pembentukannya pada Tahun 1960 hingga pertengahan 

Tahun 2002, Pengadilan Agama Metro berkiprah untuk melayani 

masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal di tiga 

Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan 

Kabupaten Lampung Timur. Namun sejak tanggal 28 Agustus 2002, 

Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pengadilan Agama sendiri yaitu 

Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai Kepres No. 2 Tahun 2002 

tanggal 28 Agustus 2002, sehingga Pengadilan Agama Metro pada saat 

itu wilayah hukumnya tinggal dua Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro 

dan Kabupaten Lampung Timur.
1
 

 

Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur memisahkan diri membentuk 

Pengadilan Agama Sukadana sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 

2016 (bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah 

di Indonesia). Sehingga pada saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama 

Metro hanya tinggal satu Kabupaten/Kota, yaitu Kota Metro. Pada Tahun 

                                                 
1
 Admin, “Sejarah Pengadilan Agama Metro” dalam www.pa-metro.go.id, diakses pada 

27 Juli 2020. 

http://www.pa-metro.go.id/
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2004 Pengadilan Agama Metro resmi menginduk pada Mahkamah Agung baik 

secara finansial, administratif, maupun organisasi. 

Pengadilan Agama Metro pada awal berdirinya termasuk klasifikasi 

kelas IIA, namun sejak memasuki Tahun 1993 berubah klasifikasinya menjadi 

kelas IB, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 1993 

kemudian berubah klasifikasinya menjadi kelas IA hingga sekarang. 

Pengadilan Agama Metro berlokasi di Jl. Raya Stadion No. 24 B, Tejoagung, 

Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. 

Visi Pengadilan Agama Metro yaitu Mendukukng terwujudnya 

Pengadilan Agama Metro yang Agung. Sedangkan Misi Pengadilan Agama 

Metro yaitu menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro, memberikan 

pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan, meningkatkan 

kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro, serta meningkatkan 

kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.
2
 

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Metro 

Ketua Pengadilan Agama Metro : Drs. H. Abd Malilk, S.H., M.S.I. 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Metro: -  

Hakim : 1. Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. 

2. Drs. H. Musthofa Amin 

3. Dra. Alia Al Hasna, M.H 

4. Drs. Aminuddin 

5. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. 

                                                 
2
 Admin, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro” dalam www.pa-metro.go.id, diakses 

pada 27 Juli 2020. 

http://www.pa-metro.go.id/
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Panitera  : H. Edy Kisay, S.H., M.H.  

Sekertaris  : H. Bunyamin, S.Ag 

Panmud Hukum : Elpina, S.Ag 

Panmud Gugatan : Hj. Fauziah, S.HI 

Panmud Permohonan : Denny Afprian, S.H., M.H. 

Panitera Pengganti : 1. Sya’yansyah, S.Ag 

2. Erna Yuli Susanti, S.HI 

3. Susiana, S.H. 

4. Suhendi, S.H. 

5. Rizky Amalia, S.H., M.H. 

6. Fitri Chindithia S., S.HI., M.H. 

Kasubag Kepegawaian dan ORTALA : H. Rusbandi, S.H. 

Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan : Yoshi Aria, S.T. 

Kasubag Umum dan Keuangan  : Fadli Akuntanto, S.E. 

Tugas pokok Pengadilan Agama Metro sesuai dengan ketentuan Pasal 

2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 20009 tentang Perubahan 

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahuun 1989 tentang Peradilan Agama 

yaitu “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. 

Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari’ah.
3
 

Berdasarkan tugas pokok di atas, dapat diketahui bahwa salah satu 

tugas pokok Pengadilan Agama Metro adalah mengadili sengketa dan 

                                                 
3
 Admin, “Tugas Pokok Pengadilan Agama Metro” dalam www.pa-metro.go.id, diakses 

pada 27 Juli 2020. 

http://www.pa-metro.go.id/
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perselisihan di bidang perkawinan. Salah satu perkara yang diputus oleh 

Pengadilan Agama Metro adalah perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020PA.Mt. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq di Pengadilan 

Agama Metro Perkara Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt 

 

Berdasarkan penjelasan tentang duduk perkara yang disebutkan dalam 

perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, diketahui ada 4 (empat) item yang 

menjadi pertimbangan hakim, yaitu meliputi: Penggugat merupakan isteri sah 

Tergugat, syarat dan alasan Penggugat mengajukan gugatan, maksud dan 

tujuan Penggugat mengajukan gugatan, kesanggupan membayar biaya 

perkara.
4
  

Menurut Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H., hakim Pengadilan Agama 

Metro menjelaskan bahwa hakim dalam memeriksa perkara terlebih dulu 

harus mempelajari dan meneliti gugatan tersebut apakah terbukti tentang 

adanya perselisihan dan pertengkaran serta apa yang menjadi penyebab 

perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dalam pertimbangan hakim 

memandang kasus tersebut sudah cukup bukti adanya syiqaq. Hal tersebut 

didasarkan pada pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi baik dari 

keluarga maupun orang yang dekat yang apabila dicermati kesaksian tersebut 

saling mendukung dan bersesuaian lalu dihubungkan dengan alat bukti tertulis 

yang diajukan di persidangan dari Penggugat yang menegaskan bahwa 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga Penggugat memiliki 

kapasitas secara hukum (legal standing) mengajukan cerai gugat terhadap 

Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang 

                                                 
4
 Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt 
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menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan 

KDRT, sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati, dan sering 

minum-minuman ker as yang memabukkan. Dari bentuk perselisihan dan 

pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh sebab-sebab tersebut menurut 

pertimbangan Majelis Hakim telah mengandung unsur dharar yang dinilai 

berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga 

tidak ada harapan antara mereka hidup rukun kembali. Dengan demikian, 

Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat sudah berdasar hukum dan 

memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). Dan suatu perkara bisa disebut syiqaq apabila dalam proses 

penyelesaian perkaranya sudah melibatkan keluarga karena dianggap krusial.
5
 

Ketentuan khusus yang mengatur perihal penyelesaian perkara syiqaq 

yaitu penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan Pasal 

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain mengacu pada ketentuan tersebut, 

dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama disebutkan bahwa Majelis Hakim dapat mengangkat seorang 

hakam. Akan tetapi dalam proses penyelesaian perkara ini Majelis Hakim 

tidak mengangkat seseorang untuk menjadi hakam. 

                                                 
5
 Wawancara dengan hakim PA Metro, Drs. Waljon Siahaan, S.H, M.H., pada tanggal 20 

Oktober 2020 pukul14.30-15.30 di Pengadilan Agama Metro 
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Alasan mengapa Majelis Hakim tidak mengangkat seorang hakam 

yaitu karena dalam proses pemeriksaan perkara syiqaq tersebut didukung oleh 

pembuktian yang sempurna dan sebelum mengajukan surat gugatan ke 

Pengadilan Agama pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan 

perkara tersebut namun tidak berhasil. Selain itu, sebelum dilaksanakan 

proses persidangan Majelis Hakim telah menunjuk mediator sebagaimana 

diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, dan telah dilaksanakan sedemikian rupa akan tetapi mediasi tidak 

berhasil. Meski demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para 

pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Majelis 

Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun 

kembali sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengangkat seseorang untuk 

menjadi hakam.
6
  

 Selain berdasar pada ketentuan yang berlaku di Indonesia, Majelis 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara syiqaq tersebut juga 

mempertimbangkan teori maslahah. Dalam hal ini Majelis Hakim 

menggunakan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa’i dalam kitabnya Al-

Mar’ah baina fiqh wa Qonun yang menyatakan bahwa: 

 “kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan 

pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 

pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Selain tidak ada kebaikan 

yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih 

tersebut, akan lebih baik apabila mengakhiri hubungan perkawinan tersebut”.
7
  

                                                 
6
 Ibid. 

7
 Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt 
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Meskipun demikian, tetap ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk 

berusaha agar mendamaikan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan 

keputusan yang diinginkan. 

C. Analisis Hasil Penelitian 

Peneliti sebelum menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Metro pada perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt. akan 

mengklasifikasikan kepada 2 (dua) hal yaitu, duduk perkara dan 

pertimbangan hukum. 

Pertama, berkaitan dengan duduk perkara sesuai dengan wawancara 

yang telah peneliti lakukan, maka duduk perkara tersebut sudah sesuai dengan 

teori yang menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan ke Pengadilan 

Agama apabila sudah cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami isteri sebagaimana dirumuskan Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Akan tetapi alasan tersebut tidak berdiri sendiri 

melainkan ada faktor pemicu atau penyebab terjadinya perselisihan tersebut. 

Diatara penyebab terjadinya perselihihan dan pertengkaran yaitu karena 

Tergugat sering melakukan KDRT, sering marah-marah dan berkata kasar 

yang menyakiti hati dan sering minum-minuman keras yang memabukkan. 

Tergugat dalam jawabannya tidak membantah kalau Tergugat sering minum-

minuman keras yang memabukkan. Begitu juga tentang sering keluar malam, 

namum menurut Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah 

dengan cara bekerja wirausaha yang terkadang harus dimalam hari untuk 
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mencari barang dagangan, wajar jika Tergugat keluar dimalam hari untuk 

mencari nafkah. Bahwa yang membantah oleh Tergugat adalah tentang 

KDRT, justru penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan salah satu 

anggota Kepolisian Resor Metro dan telah berlangsung selama 10 tahuan, 

namun Tergugat bersabar dan selalu menasehati Penggugat bahkan berupaya 

mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi Penggugat tidak 

berubah bahkan semakin menjadi-jadi. Hal ini semakin menguatkan bahwa 

perselisihan dan pertengkaran tersebut berpengaruh dan prinsipil bagi 

keutuhan kehidupan suami isteri. 

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 (fotokopi 

KTP) yang telah dibubuhi materi dan sesuai dengan yang aslinya yang 

menjelaskan mengenai bahwa Penggugat berdomisili di Metro maka perkara 

tersebut adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Metro, hal ini sesuai 

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Selanjutnya P.2 (fotokopi akta nikah) yang telah dibubuhi 

materi dan sesuai dengan yang aslinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah 

suami istri sah sehingga Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (legal 

standing) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, hal ini sudah sesuai 

dengan Pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata. 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 

Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami 

isteri, Penggugat telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering bertengkar dikarenakan 
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Tergugat melakukan KDRT dan sering minum-minuman keras yang 

memabukkan. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat telah 

membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan anggota 

Kepolisian. Hal tersebut sudah sesuai dengan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

Karena dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

karena Tergugat melakukan KDRT dan karena Tergugat sering minun-

minuman keras yang memabukkan, maka menurut pertimbangan Majelis 

Hakim keadaan tersebut telah mengandung unsur dharar yang dinilai 

berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, sehingga tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi, serta dalil Tergugat tentang adanya perselingkuhan 

Penggugat dengan laki-laki lain selama sepuluh tahun semakin mengukuhkan 

kebenaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak 

sehingga solusi terbaik hanyalah dengan perceraian. 

Sifat atau kepribadian yang seharusnya dimiliki oleh suami maupun 

istri adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti jujur, amanah, 

bertanggung jawab serta menghindari sifat-sifat tercela yang dapat 

menyebabkan perasaan tidak menyenangkan antara salah satu pihak dari 

pasangan tersebut. 

Menilik dari permasalah di atas bahwa Tergugat dalam jawabannya 

tidak membantah bahwa Tergugat sering minum-minuman keras yang 
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memabukkan dan sering keluar malam, sehingga hal tersebut bisa dikatakan 

bahwa Tergugat memiliki sifat tercela dan menimbulkan kebencian pada 

Penggugat yang merasa dirugikan dan tersiksa atas perbuatan tersebut. Begitu 

juga dengan menjalankan kewajiban masing-masing baik sebagai suami 

maupun istri harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, 

sebab apabila salah satu saja ada yang dilalaikan maka hal ini merupakan 

indikator runtuhnya ikatan perkawinan. 

Majelis Hakim pada perkara yang diteliti ini tidak mengangkat 

seseorang untuk menjadi hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq ini. 

Sedangkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 setelah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat 

dengan suami isteri hakim dapat mengangkat seseorang untuk menjadi hakam. 

Hal ini tentunya terdapat kesenjangan teori dengan praktik. 

Menurut peneliti mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro 

tidak mengangkat hakam adalah karena setelah ditempuh proses mediasi, 

namun hasilnya gagal yang kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan 

namun tidak berhasil juga. Sedangkan antara mediasi dan pengangkatan 

hakam bila ditinjau dari sudut hukum acara peradilan agama sangat berbeda, 

dimana mediasi dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, sedangkan hakam 

dalam proses perkara. Akan tetapi, pengangkatan hakam hanya diperlukan 

apabila dalam proses pemeriksaan perkara syiqaq tidak didukung oleh 

pembuktian yang sempurna, dan menurut M. Yahya Harahap ketentuan 

perihal pengangkatan hakam hanya bersifat fakultatif artinya tidak diwajibkan. 
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Sehingga menurut peneliti dirasa akan percuma dan membuang waktu lebih 

lama padahal dapat diprediksi hasilnyapun akan gagal. Hal tersebut dapat 

dipahami bahwa dalam proses pemeriksaan perkara syiqaq ini Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Metro menjatuhkan putusan setelah ditemukan fakta 

adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah terbukti tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi meskipun tanpa adanya pengangkatan 

hakam terlebih dahulu, maka hal ini tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran 

terhadap tata tertib pemeriksaan. Dengan kata lain putusan tersebut sah secara 

hukum dan mengikat kedua belah pihak. 

Kedua, berkaitan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar 

hakim mengabulkan gugatan perkara nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt adalah 

selain berdasar pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis 

Hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara syiqaq tersebut juga 

mempertimbangkan teori maslahah. Dalam hal ini Majelis Hakim 

menggunakan pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa’i dalam kitabnya Al-

Mar’ah baina fiqh wa Qonun yang menyatakan bahwa: 

“Kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan 

dan pertentangan, selain itu akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap 

pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Selain tidak ada kebaikan 

yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih 

tersebut, akan lebih baik apabila mengakhiri hubungan perkawinan tersebut”.
8
 

 

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa Majelis 

Hakim berpendapat bahwa mempertahankan hubungan perkawinan suami 

                                                 
8
 Putusan Hakim Nomor 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt 
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isteri yang berselisih akan banyak menimbulkan kemudharatan. Selain untuk 

membentuk rumah tangga yang harmonis sulit diwujudkan, juga berbahaya 

bagi kelangsungan pendidikan dan perkembangan anak-anak yang tumbuh 

dalam keluarga yang tidak harmonis. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat diketahui 

bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara 

perceraian atas dasar sering terjadinya pertengkaran karena Tergugat 

melakukan KDRT dan sering minum-minuman keras yang memabukkan, yang 

mana hal tersebut bukan merupakan sebagai alasan pokok. Akan tetapi hakim 

memandangnya sebagai salah satu faktor pemicu atau penyebab terjadinya 

perselisihan, dan karenannya dapat mengakibatkan terjadinya keretakan dalam 

rumah tangga. Menurut peneliti hal ini logis dan sesuai dengan tujuan 

perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Selanjutnya unsur-unsur dari alasan perceraian yang tertera dalam 

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah terpenuhi semuanya, 

sehingga menurut peneliti Pengadilan Agama Metro telah tepat dalam 

memutuskan perkara syiqaq karena setelah dicermati dalam putusan tersebut 

terdapat kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dengan keterangan Penggugat 

dan Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh 

Penggugat dan Tergugat di persidangan. 

Setelah peristiwa hukumnya jelas dan terbukti sebagaimana fakta yang 

ditemukan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi 
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perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan 

kembali, maka menurut peneliti amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 

Hakim sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni mengabulkan gugatan 

Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap 

Penggugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk 

membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, - (dua ratus empat puluh satu 

rupiah). 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro dalam memutus perkara 

syiqaq pada putusan Nomor: 0360/Pdt.G/2020/PA.Mt, sebelumnya telah 

mempelajari alasan-alsan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk 

memutuskan perkara perceraian tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam 

Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan 

dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan 

perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan 

rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka Majelis Hakim memilih 

untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah 

tangga tersebut. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran Majelis Hakim akan 

akibat yang lebih buruk terhadap hubungan maupun status kedua belah pihak, 

dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim 

telah sesuai dengan dasar normatif dan yuridis yang mengutamakan konsep 

mashlahah. 

B. Saran 

1. Hakim dengan sifat-sifat arif dan kebijaksanaannya hendaknya terus 

menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beserta prinsip-

prinsip yang terdapat di dalamnya, salah satunya yaitu prinsip 
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mempersukar perceraian dengan mengingat dampak negatif perceraian 

bagi generasi yang akan datang. 

2. Pasangan suami isteri sudah seharusnya untuk menghiasi diri dengan sifat-

sifat positif atau terpuji seperti amanah, jujur, setia, dan bertanggung 

jawab serta menghindari diri dari sifat-sifat tercela agar kehidupan rumah 

tangga bisa dipertahankan dan terhindar dari perceraian.  
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